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BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

' PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR B TAHUN2020
TENTANG

PETUNJUK 'I‘EKNIQ PEMBERIAN GAGl ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Menimbang:

PARAF KOORDINASI

NO

PENGELOLA

PARAF

KABAN
KEUANGAN

4

KABAG
HUKUM

4

ASSISTEN 1

SEKERTARIS
DAERAH

WAKIL -

BUPATI

BUPATL

UNTUK DI

Mengingat :

: DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA N

1

~ Pembentukan

-Undang-Undang  Nomor

.Undang-Undang  Nomor

- BUPATI GORONTALO UTARA,

| bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayét (2)

Peraturan Pemerintah Nom'or; 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ket1ga Belas
Kepada Pegawai Negeri Sipil,
Inddnésia, Anggota Kepolisian Negara Repubhk Indonesia,
perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo
Utara tentang Petunjuk Tekhis Peniberian Gaji Atau . _.
Tun_]angan Ketlga Belas Kepada Pegawai Negeri Slpﬁ yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah _

Kabupaten Gorontalo Utara.

. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Repubhk |

Indonesia Tahun 1945; _
38 Tahun 2000 tentang
" Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

33 Tahun 2004

Perimbangan- Keuangan Anfara Pem_erintah Pusat dan

‘tentang

- Pemerintahan Daeréh (Lembaraﬁ Negaré'Repﬁblik Ind_onesia _ :

Prajurit Tentara Nasional .
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BUPATI GORONTALO UTARA
' PROVINSI GORONTALO =

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR {3~ TAHUN 2020
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS -
KEPADA_PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN -
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN-GORON.TALO UTARA

' Menimbang:

o Mehgingat :

1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GORONTALO UTARA,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peratu_ré.n Pemerintah Nomor 44 Tahun 2020 tentang

‘Pemberian 'Gaji, Pensiun, atau Tunjangan Ketiga Belas

Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara "Nasional

Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik 1_ndonésia,
‘perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo
Utara tentang Petunjuk Teknis Pemberian Gaji Atau
Tunjangén Ketiga Belas- Kepadé Pegawai N'egéri -Sipil yang
bersumber dari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara

Pasal 18 ayat (6} Undang—Undang Dasar Negara Repubhk
Indonesia Tahun 1945;

.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tenténg

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara '_
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060); .

.Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 tentang

'Perlmbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

' Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indone31a
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Tahun 2004 Nomor 126 ‘Tambahan Lembaran Negara
: Repubhk Indonesia Nomor 4438], | LT
.Undang—Undang Nomor 11 Tahuri': 2007” "tentang |
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara. (Lembaran Negara

_Repubhk Indones1a Tahun 2007 Nomor 13 Tambahan C

_ Lembaran Negara Republik Indonesza Nomor 4687), e
.'Undang-Undang Nomor . 23 Tahun 2014 tentahg
Pemerintahan Daerah (Lemba:an Negara Repubhk Indone31a
-Tahun 2014 Nomor 244, 'I‘ambahan Lembaran Negara
Republlk Indonesxa Nomor 5587) sebagalmana telah dlubah __:
~ beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang—Undang :
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahan Daerah_
(Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Iembaran Negara Repubhk Indone31a '
'Nomor S5679); IR : L :
.Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang'
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
_Negara Repubhk Indone31a Nomor 6322), | e |
. Peraturan Pemerlntah Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Pemberian Gajl, Pensmn, atau TunJangan Ketlga Belas
kepada Pegawal Negen Slpﬂ Prajurlt Tentara Nas1onal_
Indonema, Anggota Kepohsxan Negara Republlk Indonesxa
Pegawai Nonpegawai Negerl Slpll Dan Penenma Pensmn
Atau Tunjangan, S _ y |
. Peraturan Menteri: Dalam Negerl Nomor 13 Tahun 2006_ :
| tentang ' Pedoman Pengelolaan ' Keuangan " Daerah
sebagaimana . telah dlubah beberapa kali terakhlr dengan

Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun 2011

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menten Dalam L |

Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Goronta}o Uta.ra Nomor 26

Tahun 2010 tentang Pokok—Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah; :
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10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan’ Belanja
_ Kabupaten Gorontalo Utara 'I‘ahun Anggaran 2020 _
11. Peraturan Bupan Gorontalo Utara Nomor 32 Tahun 2019
: tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belan_]a
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020.- |

MEMU‘I‘USI{AN

Menlt‘f:tapkan: PERATURAN BUPATI KABUPATEN "GORONTALO UTARA

TENTANG =PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI- ATAU
TUNJANGAN KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA. -

" BABI
KETENTUAN UMUM -

" Pasal 1

-Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

)
2,
3.

Daerah adalah Kabupaten Gorontalo Utara.

Bupati Gorontalo Utara adalah Bupati Gorontalo Utara.

Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara.

Pegawai Negeri Slpll yang selanjutnya dlsmgkat PNS adalah warga

negara Indonesia. yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
pegawai Aparatur Slpll Negara secara tetap oleh Pejabat Pembma
Kepegawaian untuk menduduki _]abatan pemerintahan,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang

ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kaﬁupaten Gorontalo Utara.

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah
dokumen yang = diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk

__mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran

(DPA] atau dokumen lain yang dlpersamakan ,
Surat Permtah Pencairan Dana yang selan_]umya disebut ‘SP2D
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- adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum
Daerah untuk pelaksanaan pengeluaian' atas beban Anggaran a
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.

- BAB I
PENERIMA GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

_ Pasal 2
Ga_]l atau Tun;angan Kenga Belas diberikan kepada
(1) PNS _
(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk :
a. PNS yang diperbantukan pada Instansi Pemerintah di Luar
Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang. gajinya dibayarkan'
~ pada Per_rieririteih Kabupaten Gorontalo Utara;
_ b. Penerima gaji terusan dari PNS yang ri’xeninggal dunia, tewas étau
gugur; '
c. Penerima gaji dari PNS yang dlnyatakan hilang;
d. Calon PNS.
(3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mehputl PNS
dalam jabatan:
a. punpman tmggl atau dalam Jabatan setara Jabatan punpman ’
- tinggi; | |
b. administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan
administrator; ' | |
c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas;
d. fungsional ahli utama atau dalam jabatan setara fungsional
ahli utama; _ |
fungsional ahli madya;
fungsional ahli muda;
fungsional ahli pertama;

5o o

fungsional mahir;

fungsional terampil;

| ol
1

LA

. fungsional pemulg; dan

k. pelaksana.
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| BABII
- GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

Pasal 3

(1) Gaji- atau tun_]angan Ketlga Belas bagi PNS sebagalmana dlmaksud

dalam Pasal 2 ayat (1) d1ber1kan sebesar penghasﬂan pada bulan Juli -
2020.

" (2) Dalam ha_l. pe'righas'i'lan pada bula_n Juli-siebagain'iaha dima_ksud- ayat -

(1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima
karena berubahnya penghasﬂan kepada yang. bersangkutan tetap
diberikan sehs1h kekurangan penghas1lan keuga belas.

- {3} Penghasﬂan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bag1 PNS

-meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan Jabatan atau

~ tunjangan umum

| (4) Ga_u atau tunjangan Ketiga Belas bag1 Calon PNS, pahng banyak

- 'sebesar 80% (delapan puluh persen) dari, gajl pokok PNS, tunjangan
keluarga dan tun_]angan Jabatan atau tun_]angan umum.
(5) Gaji pokok, tunjangan k~_e_luarga, dan tunjangan jabatan atau |
 tunjangan umum sebagaimaria dimaksud pada ayat (3) merupakan
gaji pokok, tunjangan keluarga, dan. tunjangan jabatan atau
tunJangan umum sebagaamana diatur dalam peraturan perundang—

undangan mengenal gaji.

. (6} Tunjangan _]abatan sebagaimana dlmaksud pada ayat (3) terdiri atas:

'a. tunjangan jabatan struktural; .
b, tunjangan jabatan fungs:onal; dan /atau
c. tunjangan yang dipersamakan_dengariitunjangan jabatan,

- {7) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan |

potongan iuran dan/atau potongan lam berdasarkan peraturan .

perundang-undangan

| (8) Potongan iuran dan/ atau potongan lain berdasarkan peraturan

perundang—undangan sebagmmana dlmaksud pada ayat (7 adalah

potongan lain selain potongan Pajak Penghaszlan

_ Pasal 4 | | |
(1) Dalam hal PNS menerima lebih dari__ satu penghasilah_ sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, gaji atau tunjangan ketiga belas diberikan
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salah satu yang jumlahnya lebih besar.

(2) Apabila PNS menerima lebih dari satu Jenls penghasﬂan keleblhan_

pembayaran tersebut merupakan utang dan wa_]lb mengembahkan.
‘kepada negara -sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—

: undangan

{1) Penerima gaji térusan dari PNS yang meninggal dunia atau tewas

diberikan gaji ketlga belas sebesar penghasﬂan gajl terusan yang

dztenma pada bulan Juli.

_(2) Penerima gaji dari PNS yang dmyatakan hllang diberikan gajl ketlga

belas sebesar penghasﬂan yang dltenma pada bulan Juli.

. Pasal6 :
Pajak penghasilan atas gaji atau tun_]angm ketlga belas bagl PNS '

ditanggung Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan

- Pasal 7

' Terhadap gaji atau tun_]angan ketiga “belas dilakukan pembulatan

-~ sebagaimana mestinya,

BAB IV
PEMBAYARAN GAJI ATAU TUNJANGAN KETIGA BELAS

‘Pasal 8 : N
Pemberian Gaji Ketiga Belas bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam

 Pasal 3 dibayarkan pada bulan Agustus.

BAB V
PEMBIAYAAN

B o © Pasal9
Anggaran yang diperlukan untuk pembayarap gaji atau tunjangan ketiga
belas dibebankan pada_ Anggaran Pendapatan dan . Belanja Daerah

Kabupaten Gorontalo Utara.
Kaban Kabag [ Asisten - | Sekda | Wabup
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" Diundangkan di Kwandan

BAB VI
PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 10 . _

(1) Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemenntahan
dlbldang pengawasan internal - terhadap pelaksanaan pembayaran '.
Gaji atau Tunjangan ke Tiga Belas _ _

(2) Pengawasan = internal sebagaimana dim'a.ksud _-_pada_:_ ayat (1)_".

' dilaksanaka'n'sesuai ketentuan Peraturan Perundang-lindaﬁ'gan; _

BAB VII
KETENTUAN PEN UTUP

Pasal 11 _ _
Peraturan Bupati ini mulal berlaku pada tanggal dlundangka.n
Agar setiap orang mengetahumya memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Kabupaten Gorontalo Utara

Dltetapkan d1 Kwandang
- Padmtanggal [0 agustus” 2020
BUEA[IT GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN.

pada tanggal (© éj‘ff’fbr 2020
SEKRETARIS DAERAH

RIDWAN YABIN,SH.MH

KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2020 NOMOR = 427
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